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ABSTRAK

Mekanisme seleksi dan masa jabatan hakim dalam ketatanegaraan Indonesia
menjadi bahan pembicaran masyarakat karena munculnya pengajuan calon hakim
Mahkamah Konstitusi yang penuh kontroversi, KKN, dan dinilai hanya memenubhi
/sesuai selera lembaga pengusul. Kondisi itu terjadi karena tidak adanya aturan yang
jelas terkait mekanisme seleksi calon hakim konstitusi di dalam undang-undang
Mahkamah Konstitusi. Bagaimanakah cara mengukur, mengontrol kinerja dan
akuntabilitas hakim konstitusi selama masa jabatan. Hal inilah yang menjadi
problem seleksi pengisian jabatan hakim yang perlu menjadi perhatian. Adapun
pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah mekanisme seleksi calon
hakim konstitusi menurut sistem hukum Lawrance M. Friedman dan bagaimanakah
seleksi calon hakim konstitusi dalam perspektif Siyasah Idariyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan
adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku teks jurnal hukum
dan lainnya. Bahan sekunder dan tersier sebagai bahan hukum yang melengkapi
bahan hukum primer.

Berdasarkan metode yang digunakan, dapat dihasilkan kesimpulan bahwa
dalam kacamata siyasah idariyah, mekanisme seleksi hakim konstitusi harus
memiliki aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam pembuatan Undang-
Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang perlu diperhatikan
ketentuannya, (i) Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal
35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah
Konstitusi terdapat kesalahan perintah yuridis-konstitusional dalam konsep seleksi
dan pengangkatan hakim konstitusi. (ii) kewenangan seleksi hakim konstitusi
diserahkan sepenuhnya kepada tiga lembaga pengusul. (iii) ketentuan saat ini
mempersempit keterbukaan dan partispasi publik. (iv) potensi penyalahgunaan
diskresi.

Kata Kunci: mekanisme, siyasah idariyah.
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I.  Konsonan Tunggal
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1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

4 ! ditulis Sunnah
:\l{: ditulis ‘illah

ll.  Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h

Y RY\DA| ditulis al-Ma’idah
VS | ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan
h.

2_,)13_‘, Ditulis Mugaranah al-Mazahib

i)

IV. Vokal Pendek

1. A fathah Ditulis a
2. i Ve = kasrah ditulis [
3. S — dammah ditulis u
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V.

VI.

VII.

Vokal Panjang

1. | Fathah + alif Ditulis a
CJ] a4 ! Ditulis Istihsan
2. | Fathah +ya’ mati Ditulis a
:ni Ditulis Unsa
3. | Kasrah +ya’ mati Ditulis i
Lf“ 1ad) Ditulis al-"Alwani
4. | Dammah + wawu mati Ditulis u
Ditulis ‘Ulum
pste
Vokal Rangkap
1. | Fathah +ya’ mati ditulis ai
2 ditulis Gairihim
oA e
2. | Fathah + wawu mati ditulis au
2 ditulis Qaul

Jgb

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<

?:uﬁ ditulis a’antum
ud&:i ditulis u’iddat
ditulis la’in syakartum
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VIIl. Kata Sandang Alif +Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

UYJSM ditulis Al-Qur’an
u—“\-@j‘ ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang
mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

:\JL»)]\ ditulis ar-Risalah

‘;] :” ditulis an-Nisa’

IX.  Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

& S Ja ditulis Ahl al-Ra’yi
R d“ﬂ Ditulis Ahl as-Sunnah




KATA PENGANTAR
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi yaitu lembaga yang berdiri dari tahun 2003.
Mahkamah Konstitusi berjuang mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil
lewat putusan yang dikeluarkannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

menguji peraturan perundang-undangan.

Tugas kewenangan Mahkamah kosntitusi diantaranya menampung,
meneliti, memutuskan persoalan hukum masyarakat terkait hak-hak
konstitusional masyarakat, kewenangan tersebut dijalankan oleh Hakim
konstitusi, hakim konstitusi dalam memutuskan perkara harus insependen,

berintegritas dan memenuhi rasa keadilan rakyat.

Susunan hakim konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 menyebutkan “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan

orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan

masing-masing tiga oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan

Rakyat dan tiga orang oleh Presiden”. Susunan tersebut ditegaskan Kembali

dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga

atas undang-undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyebutkan
bahwa pengangkatan dan seleksi hakim konstitusi di atur oleh Undang-Undang.
Kemudian  ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UU  Nomor 24 tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Tata cara seleksi,
pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh setiap lembaga
pengusul, yaitu Mahkamah Agung (MA), DPR, dan Presiden. Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang jatah masing-masing lembaga

pengusul yaitu sebanyak tiga orang calon dan bersifat obyektif dan akuntabel.*

Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan syarat
calon hakim MK  seperti, berwawasan luas tentang  konstitusi dan

ketatanegaraan berintegritas; tidak tercela adil dan bersifat negarawan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011, kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut kembali tidak mengatur
mengenai seleksi, pengangkatan hakim konstitusi dan menyerahkan kembali
aturan mekanisme ke aturan internal. Namun, samoau saat ini belum ada
ketentuan tentang tata cara seleksi hakim konstitusi di tiga lembaga negara,

baik dalam peraturan presiden, MA maupun DPR.?

! Undang-Undang Nomor.... tahun .... tentang Mahkamah Konstitusi
’Lihat Pasal 20 Ayat (1)UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Ketentuan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, susunan organisasi,
cara pemilihan dan seleksi ke dalam undang-undang adalah bagian dari hukum
administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah peraturan yang

mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan tugas-tugas negara.

Dalam dunia islam yang berkaitan dengan aturan negara, masyarakat dan
sebagainya erat kaitannya dengan siyasah idariyah, yakni suatu konsep
administrasi negara yang mengatur kerjasama antara dua orang atau lebih yang
didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam

islam.

Berdasarkan uraian di atas esensi dari aturan mekanisme seleksi calon
hakim konstitusi secara konsep yuridis seharusnya menjadi produk hukum untuk
mengatur dan mengarahkan 3 lembaga negara dalam mekanisme seleksi calon
hakim konstitusi. Peraturan mengenai seleksi pengangkatan hakim yang berada
dalam kewenangan 3 lembaga negara, aturan mekanisme seleksi yang terputus,
maupun norma hukum yang multitafsir, maka penyusun tertarik mengambik judul
penelitian “Mekanisme Seleksi Calon Hakim Konstitusi Perspektif Siyasah

Idariyah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang
penulisuraikan adalah Bagaimana Siyasah Idariyah terhadap mekanisme

seleksi calon hakim konstitusi?



C. Tujan dan Manfaat
1. Tujuan
a. Menjelaskan dan menganalisis mekanisme seleksi calon hakim
Mahkamah Konstitusi dengan siyasah idariyah.
2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam bidang Hukum
Tata Negara, khususnya terkait mekanisme seleksi calon hakim konstitusi
dalam perspektif siyasah idariyah. Kemudian, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk melakukan penelitian

dengan tema terkait.

b. Kegunaan praktis
Secara praktis, penelitian ni dapat digunakan sebagai alternatif

masukan dan bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemerintah

terkhusus para perumus undang-undang serta sebagai upaya untuk

menyempurnakan aturan mekanisme seleksi calom hakim konstitusi.
D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, dijumpai beberapa tulisan
yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan rekrutmen
hakim, diantaranya yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Winda Wijayanti, yang berjudul
“Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi

jurnal ini dimuat dalam Jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.



Penelitian ini membahas tentang sistem rekrutmen di DPR dari beberapa periode |
sampai VI. Transparansi di dalam periode rekrutmen oleh DPR mengalami
perbedaan. Dibeberapa periode sistem rekrutmen dilakukan transparan dan di
periode lain tidak transparan serta tidak dilakukan fit and proper test. Berbeda
dengan apa yang dirumuskan peneliti yang mana akan lebih memfokuskan kepada
konsep yang ditawarkan dan urgensi penerapannya dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia.’

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mira Fajriyah dengan judul “Refraksi dan
Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi’, Jurnal ini dimuat dalam jurnal
konstitusiVol. 12 Nomor 2, Juni 2015. Jurnal ini membahas tentang Pengangkatan
Hakim Konstitusi merupakan titik tolak bagi independensi dan imparsialitas MK
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menjelaskan
tentang kesalahan dalam melaksanakan aturan UUD 1945 tentang pengangkatan
hakim. Konseptual elaborasi antara pelurusan dan pembelokan yuridis dan sosio-
yuridis yang berkembang. Jurnal ini berbeda dengan penellitan yang dilakukan
peneliti, penelititan tentang konsep desain ulang proses penilaian pemilihan hakim
konstitusi.’

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rosyita Indrayati, dengan judul
“Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim

Konstitusi Yang berkualitas”. Jurnal Lentera Hukum, 2, 1 2017 Jurnal ini

® Winda Wijayanti, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon
Hakim Konstitusi”, jurnal ini dimuat dalam Jurnal konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember
2015.

* Mira Fajriyah, “Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi”, jurna ini dimuat
dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015.



menggunakan metode doktrinal untuk mengangkat isu-isu terkait pengaturan
pemilihan hakim konstitusi. Konsep yang ditawarkan dalam jurnal ini berbeda
dengan penelitian yang dilakukan peneliti, jurnal ini semakin menguatkan konsep
yang ditawarkan peneliti, serta jurnal ini pun semakin menambah keyakinan
peneliti bahwa mekanisme seleksikcalon hakim konstitusi dalam ketatanegaraan
Indonesia dapat menemukan solusi terbaik.”

Keempat, buku Feri Ansari sebagai editor, dengan yang berjudul Pengisian
Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, buku ini diterbitkan oleh Raja
Grafindo Persada, cetakan ke-1. Buku ini membahas proses seleksi hakim dilakukan
Komisi Yudisial dan dikuatkan melalui putusan MK namun peran DPR masih
dominan untuk menolak figur-figur terbaik dapat dipilih, dan Proses seleksi
Hakim Konstitusi, ketiga Lembaga (presiden, DPR, dan MA) dapat mengubah
mekanisme seleksi sesuai dengan kehendak politik dominan ketika proses seleksi
berlangsung.® Buku ini sebagai penguat penelitian ini, namun ada yang
membedakan penelitian ini, peneliti menambahkan konsep siyasah idariyah.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Mita Hermawati dengan judul “Sistem
Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan Akuntabel oleh Presiden”,
tesis ini Fakultas Hukum UGM. mencoba mengetahui apakah pengaturan sistem
rekrutmen hakim konstitusi dalam UU MK telah sesuai dengan kehendak UUD

1945 dan apakah pelaksanaan sistem rekrutmen hakim konstitusi oleh presiden

® Rosita Indrayati, dengan judul “Rekonseptualisas Seleksi Hakim Konstitusi
Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi” Jurnal Lentera
Hukum, 2, 1 2017.

® Feri Ansari (editor), “Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ”, (Depok:
Raja Grafindo Persada, cetakan ke-1), Juni 2016.



telah memenuhi prinsip transparan, partispatif, obyektif dan akuntabel. Hal ini
berbeda dengan penelitian penulis yang mencoba menganalisis dengan objek
kajian lebih luas dan menyesuaikan dengan UU MK terbaru terkait seleksi calon
hakim konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia.” Berbeda dengan penelitiian ini,
peneliti mencoba menganalisis dengan objek kajian lebih luas dan menyesuaikan
dengan UU MK terbaru terkait seleksi calon hakim konstitusi.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Sabungan Sibarani dengan judul “Kajian
Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh Presiden Ditinjau Dari
Prinsip Transparansi dan Partispasi”. Jurnal Seminar Nasional cendekiawan ke-4,
Jurnal ini mengkaji tentang mekanisme pengangkatan dan sitem hakim konstitusi
oleh presiden harus sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 19 UU No.8 Tahun
2011 tentang perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang harus memenuhi asas transparansi dan partispasi.® Hal ini berbeda
dengan penelitian penulis yang mencoba menganalisis dengan objek kajian lebih
luas dan menyesuaikan dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK terkait seleksi
calon hakim konstitusi.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Raniansyah dengan judul “Tinjauan
Yuridis Persyaratan Hakim Konstitusi bagi Negarawan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Skripsi ini diterbitkan oleh

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2017. Skripsi ini menunjukkan bahwa kata

’ Mita Hermawati, “Sistem Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Obyektif, dan
Akuntabel oleh Presiden”, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, (2015).

® Sabungan Sibarani, “Kajian Hukum Mengenai Pengangkatan Hakim Konstitusi Oleh
Presiden Ditinjau Dari Prinsip Transparansi dan Partispasi”, Jurnal dalam Seminar Nasional
cendekiawan ke-4, (2018).



negarawan, sebagai prasyarat hakim konstitusi dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak secara tepat mencerminkan tujuan
negara. bahasa hukum (fungsi komunikasi dan berbagai teknik).” Objek kajian
dalam skripsi ini membahas tentang kata negarawan sebagai syarat hakim
konstitusi sedangkan objek kajian peneliti adalah menganalisis seleksi calon
hakim konstitusi dari UU No. 7 Tahun 2020 tentang MK dengan menggunakan
teori siyasah idariyah.

Kedelapan, skripsi yang ditulis oleh Putri Rizkiyanti dengan judul “Analisis
Figh Siyasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi
Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-1V>.° Skripsi ini diterbitkan Fakultas
Syari’ah dan Hukum, (2018). Skripsi ini menggunakan penelitian Pustaka (library
research). Dari hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa Komisi Yudisial
berhak untuk melakukan pengawasan eksternal kepada hakim konstitusi. Hal ini
dikarenakan frasa hakim dalam pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tertuju
pada makna semua hakim tidak terkecuali hakim konstitusi. Penelitan objek
kajian yang dilakukan peneliti skripsi berbeda dengan penelitian ini, jika skripsi
membahas tentang pengawasan lain  halnya dengan penelitilan ini
membahas mengenai mekanisme seleksi calon hakim konstitusi dari UU No.

7 Tahun 2020 tentang MK dengan menggunakan siyasah idariyah.

° Raniansyah, Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Negarawan Hakim Konstitusi Dalam
Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, Makassar: Fakultas Hukum
Universitas Hasanudin, (2017).

' Putri Rizkiyanti, “Analisis Figh Siyasah Terhadap pengawasan Ekternal Hakim
Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV”, Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum,
(2018).



Kesembilan, jurnal yang ditulis oleh Nanang Sri Darmadi dengan judul
“Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Vol XXVI,
No.2. Eksistensi Mahkamah Konstitusi terwujud dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui
diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi dalam penyelenggaraan pengujian konstusionalitas sesuai amanat UUD
19451

Kesepuluh, Jurnal yang ditulis Fene M. Wantu DKK, dengan judul “Proses
Seleksi Hakim Konstitusi: Probelematika dan Model Ke Depan.” Jurnal ini
diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 2, 2021. Jurnal ini
menggunakan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dan konsep. Hasil kajian menunjukkan bahwa desain ulang
seleksi hakim konstitusi adalah hal yang urgen untuk menetapkan standar baku
mengenai penilaian pemilihan hakim konstitusi secara transparan, partisipatif,
objektif dan akuntabel.*?

Kesebelas, jurnal yang ditulis oleh H. Ismail MZ, dengan judul
“Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung
dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal

ini diterbitkan oleh Jurnal Ganec Swara Vol. 16, No. 1. Metodologi yang digunakan

dalam jurnal ini adalah metode penelititian normatif dengan menggunakan data

1 Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem
Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2, Agustus, (2011).

12 Fence M. Wantu, DKK. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Probelematika dan Model Ke
Depan.” Jurnal Konstitusi, Vol 18, Nomor 2, Juni 2021.
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sekunder yang bersumber dari bahan-bahan peraturan perundang-undangan. Dari
hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pertama, dengan keterlibatan DPR
dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari
tuntutan reformasi yang melahirkan demokrasi transisi setelah jatuhnya rezim
orde baru, merupakan suatu penyimpangan dari asas pembagian kekuasaan, dan
tidak mencerminkan asas check and balances.*®

Kedua belas, jurnal yang oleh Muhammad Reza Baihaki, DKK. Dengan
judul “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (open Legal Policy) Masa
Jabatan Hakim Konstitusi.” Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Konstitusi, Vol. 17
Nomor 3, Maret 2020. Jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan. Jurnal ini menyajikan dua kesimpulan. Pertama,
kebijakan hukum terbuka (open Legal Policy) dalam menentukan periodisasi
masa jabatan hakim konstitusi berpotensi menurunkan derajat kualitas
independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, jangka waktu yang realtif panjang
merupakan konsep ideal masa jabatan hakim konstitusi.™*

Ketiga belas, jurnal yang ditulis oleh lwan Setiawan dan Tanto Lailan
dengan judul “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan
Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal 1US
Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9, Issue 1, April 2021. Metode penelitian yang
digunakan dalam jurnal ini adalah normatif-empris, dengan teknik pengumpulan

data melalui interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

B H. Ismail MZ, “Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” Jurnal Ganec
Swara Vol. 16, No. 1 Maret 2022

 Muhammad Reza Baihaki, DKK, “Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (open Legal
Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi.”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17 Nomor 3, September 2020.
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adanya korelasi yang signifikan antara mekanisme seleksi hakim konstitusi dan
kualitas hakim konstituso yang lahir dari mekanisme tersebut.™

Keempat belas, jurnal yang ditulis oleh Susi Dwi Harijanti, dengan judul
“Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri.” Jurnal
ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol 21 Oktober 2014:
531-558. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Jurnal ini menjelaskan, pertama, pengsisian
jabatan hakim agung dan hakim konstitusi lebih bersifat politicking karena
keikutsertaan DPR atau Parlemen. Kedua, pembaharuan dan prinsip pengekangan
diri perlu dilakukan oleh masing-masing cabang kekuasaan untuk meminimalkan
bias politik.'®

Kelima belas, jurnal yang ditulis oleh Novianto Murti Hantoro, dengan
judul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap
Kemandirian Kekuasaan Kehakiman™. Jurnal ini Jurnal Negara Hukum: Vol. 11 No.
2, November 2020. Jurnal ini menaganalisis mengenai perlunya reformulasi
ketentuan mengenai periode masa jabatan hakim konstitusi dikaitkan dengan
prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Analisis mengenai periode masa
jabatan hakim konstitusi dengan membandingkan prinsip internasional dan praktik

di negara lain.*’

' lwan Setiawan dan Tanto Lailan,“Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi
Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia.”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 9,
Issue 1, April 2021

'® Susi Dwi Harijanti, “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan
Diri.”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol 21 Oktober 2014: 531-558.

' Novianto Murti Hantoro, “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya
terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 11 No. 2 November
2020.
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Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dapat

diuraikan secara lebih rinci ke dalam tiga hal. Pertama, objek yang peneliti teliti

adalah terkait seleksi calon hakim konstitusi. Kedua, tinjauan hukum yang

diteliti adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem hukum

Lawrance M. Friedman dan siyasah idariyah.

Tabel 1 kajian Peneitian Terdahulu

No | Nama Judul Pendekatan dan Isi

mor

1 Winda Transparansi dan Partisipasi Penelitian ini
Wijayanti Publik dalam Rekrutmen Calon | membahas tentang

Hakim Konstitusi,
Jurnal,Konstitusi, Volume. 12,
Nomor 94, Desember 2015.

sistem rekrutmen di
DPR dari beberapa
periode | sampai V1.
Transparansi di dalam
periode rekrutmen
oleh DPR mengalami
perbedaan. Dibeberapa
periode sistem
rekrutmen dilakukan
transparan dan di
periode lain tidak
transparan serta tidak
dilakukan fit and
proper test.

2 Mira Fajriyah | Refraksi dan Alinasi
Pengangkatan Hakim Konstitusi,
pemilihan hakim konstitusi.
Jurnal Konstitusi Vol.

12 Nomor 2, Juni 2015

Jurnal ini membahas
tentang Pengangkatan
Hakim Konstitusi
merupakan titik tolak
bagi independensi dan
imparsialitas MK
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sebagai salah satu
cabang kekuasaan
kehakiman. Penelitian
ini menjelaskan
tentang kesalahan
dalam melaksanakan
aturan UUD 1945
tentang pengangkatan
hakim. Konseptual
elaborasi antara
pelurusan dan
pembelokan yuridis
dan sosio-yuridis yang

berkembang.
Rosyita Rekonseptualisasi Jurnal ini
Indrayati, SeleksikHakim menggunakan metode

KonstitusikSebagai Upaya
Mewujudkan Hakim Konstitusi
Yang Berkualifikasi

Jurnal Lentera Hukum, 2,

1 2017.

doktrinal untuk
mengangkat isu-isu
terkait pengaturan
pemilihan hakim
konstitusi. Konsep
yang ditawarkan
dalam jurnal ini
berbeda dengan
penelitian yang
dilakukan peneliti,
jurnal ini semakin
menguatkan konsep
yang ditawarkan
peneliti, serta jurnal
ini pun semakin
menambah keyakinan
peneliti
bahwakmekanismekse
leksikcalon hakim
konstitusikdalam
ketatanegaraan
Indonesia dapat
menemukan solusi
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terbaik

buku Feri
Ansari
(editor)

Buku Pengisian Jabatan Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi,
Raja Grafindo Persada, cetakan
ke-1.

buku ini membahas
proses seleksi hakim
dilakukan Komisi
Yudisial dan
dikuatkan melalui
putusan MK namun
peran DPR masih
dominan untuk
menolak figur-figur
terbaik dapat dipilih,
dan Proses seleksi
Hakim Konstitusi,
ketiga Lembaga
pengaju (presiden,
DPR, dan MA) dapat
mengubah mekanisme
seleksi sesuai dengan
kehendak politik
dominan ketika proses
seleksi berlangsung.

Mita
Hermawati

“Sistem Konstitusi Yang
Transparan, Partisipatif,
Obyektif, dan Akuntabel oleh
Presiden”, Fakultas Hukum
UGM.

tesis ini mencoba
mengetahui apakah
pengaturan system
rekrutmenahakim
konstitusi dalam
UUKMK telah sesuai
dengan kehendak
UuD21945 dan
apakah pelaksanaan
sistem rekrutmen
hakim konstitusi oleh
presiden telah
memenuhi prinsip
transparan, partispatif,
obyektif dan
akuntabel.
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Sabungan “Kajian Jurnal ini mengkaji
Sibarani Hukum Mengenai Pengangkata | tentang mekanisme
n Hakim Konstitusi Oleh pengangkatan dan
Presiden Ditinjau Dari sitem hakim konstitusi
Prinsip Transparansi dan Partis | oleh presiden harus
pasi”. Jurnal Seminar Nasional sebagaimana
cendekiawan ke-4, diamanatkan oleh
Pasal 19 UU No.8
Tahun 2011 tentang
perubahan atas UU
No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah
Konstitusi yang harus
memenuhi asas
transparansi dan
partispasi
Raniansyah “Tinjauan Yuridis Persyaratan Skripsi ini
Hakim Konstitusi bagi menunjukkan bahwa
Negarawan dalam Undang- kata negarawan,
Undang Dasar Negara Republik | sebagai prasyarat
Indonesia Tahun 19457, hakim konstitusi
Diterbitkan oleh Fakultas dalam Undang-
Hukum Universitas Hasanudin, | Undang Dasar Negara
2017 Republik Indonesia
Tahun 1945, tidak
secara tepat
mencerminkan tujuan
negara. bahasa hukum
(fungsi komunikasi
dan berbagai teknik)
Putri “Analisis Skripsi ini
Rizkiyanti Figh Siyasah Terhadap pengaw | menggunakan

asan Ekternal

Hakim Konstitusi Oleh Komisi
Yudisial Menurut Pasal 24B
Ayat (1)Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Amandemen ke-IV” Diterbitkan

penelitian Pustaka
(library research).
Dari hasil penelitian
skripsi ini menjelaskan
bahwa Komisi
Yudisial berhak untuk
melakukan
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oleh Fakultas Syari’ah dan
Hukum, (2018)

pengawasan eksternal
kepada hakim
konstitusi. Hal ini
dikarenakan frasa
hakim dalam pasal
24B ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945
tertuju pada makna
semua hakim tidak
terkecuali hakim
konstitusi.

Nanang Sri D
armadi

“Kedudukan dan Wewenang
Mahkamah  Konstitusi Dalam
Sistem Hukum
Ketatanegaraan Indonesia”.
Jurnal ini diterbitkan dalam
Jurnal Hukum Vol XXVI, No.2.
(2011)

Metodologi yang
digunakan dalam
jurnal ini adalah
metode penelititian
normatif dengan
menggunakan data
sekunder yang
bersumber dari bahan-
bahan peraturan
perundang-undangan.
Dari hasil penelitian
ini dapat ditarik
kesimpulan, pertama,
dengan keterlibatan
DPR dalam pengisian
jabatan hakim agung
dan hakim konstitusi
sebagai bagian dari
tuntutan reformasi
yang melahirkan
demokrasi transisi
setelah jatuhnya rezim
orde baru, merupakan
suatu penyimpangan
dari asas pembagian
kekuasaan, dan tidak
mencerminkan asas
check and balances.
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10

Fene M.
Wantu, DKK

“Proses Seleksi Hakim
Konstitusi: Probelematika dan
Model Ke Depan.” diterbitkan
oleh Jurnal Konstitusi, Vol 18,
Nomor 2, 2021

Jurnal ini
menggunakan
normatif dengan
menggunakan
pendekatan
oerundang-undangan,
pendekatan kasus dan
konsep. Hasil kajian
menunjukkan bahwa
desain ulang seleksi
hakim konstitusi
adalah hal yang urgen
untuk menetapkan
standar baku mengenai
penilaian pemilihan
hakim konstitusi
secara transparan,
partisipatif, objektif
dan akuntabel.

11

H. Ismail MZ

“Keterlibatan Dewan Perwakilan
Rakyat Dalam Pengisian Jabatan
Hakim Agung dan Hakim
Konstitusi Ditinjau Dari
Perspektif Ketatanegaraan
Indonesia.”

Metodologi yang
digunakan dalam
jurnal ini adalah
metode penelititian
normatif dengan
menggunakan data
sekunder yang
bersumber dari bahan-
bahan peraturan
perundang-undangan.
Dari hasil penelitian
ini dapat ditarik
kesimpulan, pertama,
dengan keterlibatan
DPR dalam pengisian
jabatan hakim agung
dan hakim konstitusi
sebagai bagian dari
tuntutan reformasi
yang melahirkan
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demokrasi transisi
setelah jatuhnya rezim
orde baru, merupakan
suatu penyimpangan
dari asas pembagian
kekuasaan, dan tidak
mencerminkan asas
check and balances.

12

Muhammad
Reza Baihaki,
DKK

Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal
Konstitusi, VVol. 17 Nomor 3,
Maret 2020.

Jurnal ini
menggunakan
penelitian hukum
normatif dengan
pendekatan
perundang-undangan.
Jurnal ini menyajikan
dua kesimpulan.
Pertama, kebijakan
hukum terbuka (open
Legal Policy) dalam
menentukan
periodisasi masa
jabatan hakim
konstitusi berpotensi
menurunkan derajat
kualitas independensi
kekuasaan kehakiman.
Kedua, jangka waktu
yang realtif panjang
merupakan konsep
ideal masa jabatan
hakim konstitusi.

13

lwan
Setiawan dan
Tanto Lailan

“Implikasi Mekanisme Seleksi
Terhadap Independensi Dan
Integritas Hakim Konstitusi Di
Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan
dalam Jurnal 1US Kajian Hukum
dan Keadilan, Vol. 9, Issue 1,
April 2021

Metode penelitian
yang digunakan dalam
jurnal ini adalah
normatif-empris,
dengan teknik
pengumpulan data
melalui interview dan
studi pustaka. Hasil
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penelitian
menunjukkan bahwa
adanya korelasi yang
signifikan antara
mekanisme seleksi
hakim konstitusi dan
kualitas hakim
konstituso yang lahir
dari mekanisme
tersebut.

14

Susi Dwi
Harijanti

“Pengisian Jabatan Hakim:
Kebutuhan Reformasi dan
Pengekangan Diri.”, Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM
No. 4 Vol 21 Oktober 2014

Pendekatan yang
digunakan dalam
jurnal ini adalah
pendekatan
perundang-undangan
dan konseptual. Jurnal
ini menjelaskan,
pertama, pengsisian
jabatan hakim agung
dan hakim konstitusi
lebih bersifat
politicking karena
keikutsertaan DPR
atau Parlemen. Kedua,
pembaharuan dan
prinsip pengekangan
diri perlu dilakukan
oleh masing-masing
cabang kekuasaan
untuk meminimalkan
bias politik

15

Novianto
Murti Hantoro

Periode Masa Jabatan Hakim
Konstitusi dan Implikasinya
terhadap Kemandirian
Kekuasaan Kehakiman™. Jurnal
ini Jurnal Negara Hukum: Vol.
11 No. 2 November 2020.

Jurnal ini
menaganalisis
mengenai perlunya
reformulasi ketentuan
mengenai periode
masa jabatan hakim
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hakim konstitusi
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dan praktik di negara
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E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam Tesis ini, diupayakan untuk mendukung keakuratan,
kekuatan informasi dan data mengenai obyek yang diteliti. Landasan teori
argumentasi, supaya penelitian ini tersusun dengan baik. Adapun landasan teori
pada pembahasan Tesis ini dapat menjadi sandaran dalam setiap argument atas
penelitian yang dilakukan.

1. Konsep Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan salah satu ruang lingkup kajian dalam bidang
kajian figh siyasah.'® Abdurrahman Taj menjelaskan, figh siyasah merupakan
salah satu bidang kajian dalam Islam yang membicarakan tentang siapa sumber

kekuasaan, siapa sumber pelaksana, apa dasar dan bagaimana cara-cara

8 Figh siyasah merupakan pengelolaan keadaan umum pemerintahan islam untuk
menciptakan kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan
ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendpat
para ulama mujtahid. Lihat Abdul Wahab Khallaf, al-Siyasah al-Syari’ah au nizham al-Daulah al-
Islamiyah, (kairo:Mathba’ah al-Salafiyah, 1350 H), him. 4.
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pelaksanaan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa saja

pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.®

Ruang lingkup figh siyasah yang cukup luas, Abdurrahman Taj membagi
kajian figh siyasah menjadi tujuh bidang, yaitu kajian konstitusi (siyasah
dusturiyyah), legislatif (siyasah tasyri’iyah), peradilan (siyasah gadhaiyah),
keuangan (siyasah maliyah), administrasi (siyasah idariyah), eksekutif (siyasah

tanfiziyah), dan luar negeri (siyasah kharijiah).°

Sebagai salah satu ruang lingkup kajian figh siyasah, siyasah idariyah
merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu figh siyasah yang fokus pada
instrumen yang mengatur dan menjalankan pemerintahan. Definisi ini diperoleh
dari kata siyasah yang dapat dimaknai dengan mengendalikan, mengurus atau
membuat keputusan. Selanjutnya, kata idariyah menurut Al-Qabathi dan
Muhammad Abduh merupakan Masdar (infinitif) dari kata adaru asy-syay’a
yudiruhu idarah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.?* Dengan
definisi tersebut, siyasah idariyah dapat dipararelkan makna lapangan kajiannya

dengan kajian pada lapangan hukum administrasi negara.”

2. Maslahah Mursalah
Dengan melihat karakter siyasah idariyah yang masuk dalam wilayah

ijtihadi karena model pengaturannya tidak diatur dengan dalil gathi, sehinnga hal

9 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Figh al-lslami, (mesir: al-Alukah,
tanpa tahun), him. 8-9.

2 Ihid.,

21 Al-Qavathi dan Muhammad Abduh, Ushul al-idarah asy-Syar’iyyah, cetakan |, (Bayt
ats-Tsagafag, 2003), him. 7.

22 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif
Fikih Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 238.
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tersebut fit and propper dengan definisi maslahah mursalah yang disampaikan
oleh ulama ushul figh. Maslahah Mursalah dimaknai sebagai kemaslahatan yang
lepas dari sorotan dalil, yakni tidak ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa
maslahah tersebut diperhatikan atau diabaikan.?

Menurut Azyumardi Azra bahwa pedoman dan prinsip dasar syari’at adalah
kebaikan dan kemaslahatan manusia di dalam kehidupannya di dunia dan
akhirat, syari’at itu adil seluruhnya dan merupakan hikmat seluruhnya, maslahat
seluruhnya dan mengandung hikmat seluruhnya, maka setiap maslahat yang
beralih dari keadilan kepada kezaliman, darirahmat kepada laknat, dari maslahat
kepada mafsadat, dari yang mengandung hikmat kepada sia-sia bukanlah
termasuk syari’at meskipun dengan interpretasi bagaimanapun juga.?

Maslahah mursalah secara terminologis juga disebut istishlah adalah
maslahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang mebenarkan atau
membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan
hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali
tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kehidupan

manusia. Prinsipnya adalah jalb al-Mashalih wa dar’u al-Mafasid atau menarik

» Maslahah yang diperhatikan oleh dalil gath’l adalah maslahah mu’tabarah atau

kemaslahatan yang diapresiasi dan diakomodir oleh syar’i. bukti kemaslahatan jenis ini adalah
adanya ketentuan hukum syar’i dalam al-Qur’an dan Sunnah yang hendak mewujudkan
kemaslahatan di dunia dan Akhirat. Sedangkan Maslahah yang diabaikan oleh dalil Qathi adalah
maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang tidak pergunakan atau bertolak belakang oleh syar’i.
dengan kata lain, maslahah mulghah adalah kemaslahatan yang bertentangan dengan syariat.

2 Azyumardi Azra (ed.), Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)him.
230
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manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya memelihara tujuan hukum
yang lepas dari ketetapan dalil syara’.25

Imam Ghazali membuat Batasan oprasioanal maslahah mursalah untuk
dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Batasan-batasan tersebut antara
lain:

a. Maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam,
Yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturnan atau
kehormatan.

b. Maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur’an, Sunnah
dan ijma’

c. Maslahat tersebut harus menempati level daruriyah (primer) atau
hajiyah (sekunder) yang yang setingkat dengan daruriyah;

d. Kemaslahatannya harus bersifat qat’i atau zany yang mendekati qat’i;
dan

e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat qat’i,
daruriyah, dan kulliyah.?

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunkan library research (studi kepustakaan) kajian

lebih difokuskan pada norma-norma penerapan kaidah-kaidah atau hukum

> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (Mesir: Dar al-Fikr al-*Araby, 1988), him. 282.
% Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Maslahah Mursalah dan
Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), him. 144.
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positif’’ Penelitian dimulai dengan mengkaji bahan hukum sebagai dasar
pengambilan keputusan hukum (legal decision making) terhadap isu-isu hukum
yang konkret.?® Penelitian ini berkaitan dengan mekanisme seleksi calon hakim
konstitusi perspektif siyasah idariyah.
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan
yuridis. Yuridis terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan normatif teks
Al-Qur’an, Hadits serta hal-hal yang terkait dengan siyasah idariyah. Penelitian
tentang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi menggunakan statute
approach, pendekatan untuk mempertimbangkan konstruksi hukum proses seleksi
calon hakim konstitusi. Konstruksi hukum tersebut dilihat dari konstitusi
Indonesia yakni UUD 1945,° Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi®® yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020,* serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan seleksi hakim
konstitusi. Conceptual Approach, pendekatan konseptual yang digunakan sebagai
konsekuensi logis bahan dari pokok mekanisme seleksi calon hakim konstitusi
dalam penelitian ini, yakni saran yang dibutuhkan untuk membangun integritas
hukum dan lembaga Mahkamah Konstitusi melalui proses seleksi. Penelitian ini
menggunakan siyasah idariyah untuk menganalisis mekanisme seleksi calon

hakim konstitusi.

*" Konjraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1997), him 29-30.

%8 1bid., him. 299.

# UuUD 1945

**Uu Nomor 24 Tahun 2003

*' UU Nomor 7 Tahun 2020
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3. Bahan Hukum Penelitian
Penelitian ini adalah kepustakaan, dimana Teknik pengumpulan data
diilakukan menggunakan data primer, sekunder.
a. Bahan Hukum primer
Bahan hukum yang memiliki otoritas.*> Beberapa bahan hukum
primer yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu:
1) Al-Qur’an dan Hadits
2) UUD Tahun 1945%
3) Tap MPR RI **
4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian®
5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi*®
6) Undang-Undang UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitisi®’
7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah
Konstitusi.®
8) Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

*Ibid., him 181.

¥ UUD 1945

* Tap MPR RI

% Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
% Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

7 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

%8 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang MahkamahKonstitusi
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2019 Tentang Pengsisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara
terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah®
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalahabuku-buku,
jurnal hukum, tulisan-tulisan akademisi, dan sumber bacaan lainnya
sebagai rujukan terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Langkah awal vyang dilakukan oleh peneliti adalah menentukan,
mencari bahan-bahan hukum vyang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan.
5. Metode Analisis
Penelitian tesis ini menggunakan metode dekriptif analitis. Yakni
menjelaskan bahan hukum yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan,
kemudian menguraikan bahan-bahan hukum dengan cara menyusun data
yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda dengan tujuan
untuk mempermudah pembahasan.
6. Sitematika Pembahasan
Agar penelitian mudah untuk dipahami, peneliti membuat
sistematika pembahasan dari penelitian ini dengan mengklasifikasukan
permasalahan yang diperoleh. Penelitian ini tersusun dari 5 bab utama,

kemudian sub-sub bab setiap bab utama sebagai penjelas atas informasi yang

% peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengsisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka
dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah
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diperoleh. Secara lebih rinci sistematika pembahasan tesis ini sebagai
berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan. Bagian ini mengantarkan penelitian
pada peta permasalahan yang terjadi, meliputi latar belakang masalah,
rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian
Pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum yang membahas mengenai
kajian konsep siyasah idariyah, teori maslahah mursalah yang digunakan
dalam penelitian Tesis ini dan penjabaran mengenai aturan mekanisme
Seleksi Hakim Konstitusi.

Bab Ketiga, akan lebih membahas tentang gambaran umum obyek
penelitian Tesis ini. Yaitu gambaran secara umum tentang penyelenggara
negara, serta mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Bab Keempat analisis mekanisme seleksi hakim konstitusi dari tijauan
siyasah idariyah baik dari segi aturan, substansi hukum, proses seleksi hakim
dalam mekanisme seleksi hakim konstitusi.

Bab Kelima, akan menyajikan kesimpulan dan saran atas hasil dari
penelitian yang dilakukan. Pada bagian ini kesimpulan akan lebih secara
spesifik menyajikan intisari hasil dari penelitian ini, sedangkan pada bagian
saran lebih memberikan pandangan dan kritik yang bersifat membangun
untuk berusaha menjawab atas permasalahan yang dialami dalam mekanisme

seleksi hakim konstitusi.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari semua ulasan yang telah diterangkan pada bab-bab sebelumnya,
maka peneliti menarik kesimpulan bahwa, dengan menggunakan kacamata
siyasah idariyah, mekanisme seleksi hakim konstitusi harus memiliki
aturan yang mengikat dan kaku. Beberapa hal dalam pembuatan Undang-
Undang mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang perlu diperhatikan
ketentuannya, (i) Ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar
1945, Pasal 35 Undang-Undang kekuasaan kehakiman dan Undang-
Undang Mahkamah Konstitusi terdapat kesalahan perintah yuridis-
konstitusional dalam konsep seleksi dan pengangkatan hakim konstitusi.
(ii) kewenangan seleksi hakim konstitusi diserahkan sepenuhnya kepada
tiga lembaga pengusul. (iii) ketentuan saat ini mempersempit keterbukaan

dan partispasi publik. (iv) potensi penyalahgunaan diskresi.

B. Saran
Berdasrkan hasil penelitian di atas, maka penyusun dapat memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Presiden, DPR dan MA dalam melakukan proses seleksi, seharusnya
berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga
dapat meghasilkan hakim konstitusi yang berkualitas dan kredibel.

2. Adanya peraturan dan keseragaman mekanisme yang dibuat mengenai

tata cara seleksi calon hakim MK di ketiga lembaga negara baik dalam

112
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bentuk peraturan MA (PERMA), peraturan presiden, maupun peraturan
DPR sehingga tidak ada lagi penyimpangan dalam proses seleksi.

. Adanya aturan atau mekanisme pengganti untuk mengukur Kinerja para
hakim konstitusi saat menjabat, sehingga unsur penyelenggaran negara
dari pembentukan hukum dan para lembaga negara pengusul (Presiden,
DPR, dan MA) harus bersikap dan berkeinginan bersana mewujudkan

konsep pemerintahan yang baik sesuai dengan siyasah idariyah.
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